2

BAB I
PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang
Masalah sampah sampai sekarang masih menjadi isu lingkungan yang nyata dan dirasakan oleh masyarakat, baik di kota maupun di desa. Seiring dengan bertambahnya populasi, meningkatnya aktivitas ekonomi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat, jumlah sampah rumah tangga yang dihasilkan setiap hari semakin bertambah. Situasi ini memberikan tekanan tersendiri pada lingkungan jika tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan. Sampah yang dibiarkan begitu saja dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran tanah dan air, masalah kesehatan masyarakat, dan menurunnya kualitas hidup lingkungan.  
Menurut data dari Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) per 24 Juli 2024, jumlah total sampah nasional mencapai 31,9 juta ton. Dari total tersebut, 63,3% atau 20,5 juta ton dapat dikelola, sedangkan sisanya 35,67% atau 11,3 juta ton masih tidak dikelola. Upaya pengurangan sampah dengan berbagai strategi seperti pembatasan, mendaur ulang, memanfaatkan bank sampah, dan TPS 3R baru mencapai sekitar 7 ribu ton di tahun 2024. Situasi ini menunjukkan bahwa cara lama pengelolaan sampah dengan pendekatan kumpul–angkut–buang sudah tidak relevan dan perlu diganti dengan sistem yang lebih berkelanjutan. 
Prinsip pengelolaan sampah modern mengikuti hierarki pengelolaan sampah (waste management hierarchy), yang menekankan bahwa pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah harus lebih diutamakan dibandingkan pengolahan dan pembuangan akhir (Junaidi & Utama, 2023). Sebagai langkah strategis, pemerintah Indonesia mengembangkan kebijakan berdasarkan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R). Prinsip ini menekankan pentingnya mengurangi jumlah sampah dari sumbernya (reduce), menggunakan kembali barang yang masih bisa dipakai (reuse), serta mendaur ulang material bekas agar dapat digunakan lagi (recycle). Pendekatan 3R tidak hanya fokus pada pengolahan sampah, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk lebih bertanggung jawab terhadap konsumsi dan pembuangan limbah. Dengan demikian, keberhasilan konsep ini sangat bergantung pada kerjasama antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat sebagai produsen sampah utama. 
Pemerintah Indonesia sudah memasukkan prinsip 3R ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan nasional. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan perubahan cara pandang dari kumpul–angkut–buang menuju pengelolaan yang terpadu dan ramah lingkungan. Selain itu, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga mengatur pelaksanaan program TPS 3R di tingkat desa dan kelurahan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), mengoptimalkan pemanfaatan sampah yang bernilai ekonomi, serta memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Penerapan prinsip 3R memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, terutama masyarakat sebagai produsen sampah utama. Tanpa partisipasi masyarakat, penerapan konsep 3R akan sulit berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pengelolaan sampah berbasis masyarakat menjadi salah satu strategi penting untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai pelaku yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan sampah di lingkungan mereka. 
Sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah berbasis 3R, pemerintah mendorong pembentukan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di tingkat desa dan kelurahan. TPS 3R menjadi inovasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemilahan dan pengolahan sampah, tetapi juga sebagai sarana edukasi lingkungan bagi masyarakat. Masyarakat didorong untuk aktif memilah sampah rumah tangga, sedangkan pengelola TPS 3R bertugas mengolah sampah organik menjadi kompos dan mendaur ulang sampah anorganik jadi produk bernilai ekonomi. Dengan begitu, TPS 3R berpotensi untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan di tingkat lokal. 
Di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, pemerintah daerah menargetkan pengurangan timbulan sampah secara signifikan pada tahun 2025. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tabalong (2024), jumlah timbulan sampah sepanjang tahun tersebut mencapai sekitar 43 ribu ton yang berasal dari 121 desa dan 10 kelurahan. Dari total timbulan tersebut, sekitar 31 ribu ton telah berhasil ditangani hingga akhir Desember 2024. Salah satu bentuk nyata kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat adalah pembentukan delapan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS 3R) yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Tabalong. Salah satunya adalah TPS 3R Bina Lestari yang terletak di Desa Garunggung, Kecamatan Tanjung. TPS 3R Bina Lestari berfungsi sebagai sarana pengelolaan sampah rumah tangga dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa. Proses pengelolaan sampah dimulai dari pengumpulan sampah dari rumah warga, kemudian dilakukan pemilahan antara sampah organik dan anorganik. Sampah organik diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik dipilah dan didaur ulang untuk memiliki nilai guna serta nilai ekonomi.  
Namun demikian, pelaksanaan program TPS 3R di tingkat desa tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kendala. Berdasarkan pengamatan awal peneliti, masih ada sejumlah masalah dalam pelaksanaan TPS 3R Bina Lestari, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah dari sumbernya, serta kendala operasional dalam pengelolaan sampah sehari-hari. Selain itu, perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga masih menunjukkan kecenderungan kurang peduli terhadap prinsip 3R, yang ditandai dengan kebiasaan membuang sampah tanpa memisahkan antara sampah organik dan anorganik. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah berbasis 3R menyebabkan volume sampah yang tercampur tetap tinggi, sehingga memperlambat proses pengolahan di TPS 3R dan berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan program. Jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, masalah tersebut berkaitan dengan empat aspek utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap pemilahan sampah mencerminkan belum optimalnya komunikasi kebijakan. Keterbatasan fasilitas menunjukkan adanya kendala pada aspek sumber daya. Sementara itu, keberhasilan pelaksanaan program juga sangat ditentukan oleh komitmen para pengelola TPS 3R serta kejelasan pembagian tugas dan koordinasi dengan pemerintah desa. 
Penelitian Bosri, Affrian, dan Hidayatullah (2025) menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan TPS 3R sangat bergantung pada fasilitas operasional, seperti mesin pencacah, kendaraan angkut, alat pemilah, dan timbangan sebagai instrumen pengukuran hasil pengelolaan sampah. Temuan tersebut cocok dengan kondisi di lokasi penelitian, di mana terdapat masalah berupa timbangan yang tidak berfungsi sehingga proses pencatatan volume sampah menjadi tidak akurat dan tidak sesuai dengan standar implementasi yang seharusnya. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep implementasi kebijakan yang ideal dalam teori dan temuan penelitian sebelumnya dengan praktik yang terjadi di lapangan. 
Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi program TPS 3R Bina Lestari di Desa Garunggung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong telah berjalan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di desa.
B. Rumusan Masalah
	Bagaimana Implementasi Program TPS 3R (Reduce-Rause-Recycle) Bina Lestari Di Desa Garunggung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong?
C. Tujuan Penelitian
Untuk Mengetahui dan Menganalisis Implementasi Program TPS 3R (Reduce-Rause-Recycle) Bina Lestari Di Desa Garunggung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
2. Manfaat Praktis
1. Bagi pemerintah desa, hasil ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengelola TPS 3R Desa Garunggung dalam memperbaiki sistem pengelolaan sampah, terutama dalam aspek efektivitas alat, peningkatan sarana prasarana, serta penguatan partisipasi masyarakat.
1. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R) dalam kehidupan sehari-hari guna mendukung terwujudnya lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.
1. Bagi penelitian selanjutnya, sebagai informasi empiris yang dapat dibandingkan atau dijadikan dasar penelitian lanjutan di daerah lain.
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